
BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 3G TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 38 TAHUN 
2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

DAN LEMBAGA ADAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf c Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pos 

Pelayanan Terpadu, perlu dilakukan perubahan Peraturan 

Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga adat Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3823); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011  ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801) ; 



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah d.iubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad.i Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 



Menetapkan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 569); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 ) ;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 553). 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 
38 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga adat Desa, 
diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 
9. Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat. 

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 
1 1 .  Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

wadah partisipasi, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan serta 

meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa. 

12. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya selanjutnya disingkat LAD adalah 
Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan 

asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakars a Masyarakat Desa. 

13 .  Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama Masyarakat dalam berbagai 
bidang kegiatan Pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan 

dan kesatuan Masyarakat serta peningkatan peran aktif Masyarakat dalam 

Pembangunan. 
14 . Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

15 . Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil Keputusan dari 

Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita 

Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangi oleh Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 

16. Surat Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 

Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa 

maupun Peraturan Kepala Desa. 
17 . Masyarakat Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki hak 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan 

adat istiadat yang diakui Pemerintah Nasional berada di Daerah Kabupaten. 

2 . Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

(1 ) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat ( 1) huruf a dan huruf b bertugas: 

a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; 

b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan 

perizinan; dan 
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

(2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 



(3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 )  huruf d, 

bertugas membantu Kepala Desa dalam menggulangi masalah 

kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

( 4) Dihapus. 

(5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat ( 1 )  huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi 

Masyarakat terkait perencanaan Pembangunan desa dan menggerakkan 

Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong 

royong. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan diBengkayang 

pada tanggal 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

Bengkayang 
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